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2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsitelah berakibat
kerugian hak Konstitusi Warga Negara Indonesia ONND inaka
diperlukan suatu un materin "Judicial Review' meIaiui Yang Mulia
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dan dalam persidangan uji materiil akan dibantu/ didampingi o1eh
Arianta Rangkugo, DewiAsisten Advokat yang terdiri dan

Puspita dan Vino yang kesemuanya WNl, selanjutnya disebut
PEMOHON.

,
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I. PENDAHULUAN

Bahwa, Pemohon adalah principal pada permohonan uji
materiil':/,, of chi review' sebagai VVNl dan berprofesi sebagai
Advokat yang secara nyata telah mengalami kerugian Konstitusi
al<ibat adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentangn
Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah di Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 tangga1 27
Desember 2002 beserta Penjelasannya yang telah menjadi
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250
Iebih khusus terhadap isi norma berikut ini:
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TUGAS, WEINENANG, DAN KEWAJIBAN

Pasa1 6

Komisi Pemberantasan Korupsi meinpunyaitugas:
c. meIakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana

korupsi;
Pasal ,,

Delam .meIaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 huruf c, Komisi
Pemberantasan Korupsi be myenang me Iakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
yang :

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang
ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan o1eh aparat
penegak hukum atau penyelenggara negara;

IAt\"I
,MAFIAPATIH
OAJAtl"*DA

dengan ^^^!::;^!;'I^^!'^:::;it::jin^;'^I';:d, j^ridan;. j:^;^; ^I^::^'^;:^(Uuo) sebagaimana yang diketahui dan dirasakan o1eh Pemohon sebagaimana

.

berikut ini:

I. Pancasila yang disebutkan pada PEMBUKAAN ( Preambule) UUD 4945 pada
paragraf ke-4 "Kernanusiaan yang adjl dan beradab";

11. Pasal, ayat(3)"Negara Indonesia adalah negara, huKum";
ill. Pasa! 24 ayat (1) "Kekuasaan kehakiman .merupakan kekuasaan yang

merdeka untuK menyelenggarakan perudilan guna menegaKkan hukum
dan keadilan";

tv. Pasa1 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhaK atas pekeijaan dan
penghidupan yang layak bagi kernanusiaan".

V. Pasa1 28A "Setiap oreng berhak untuk hidup serta berhak
me in pertahankan hidup dan kehidupannya".

Vl. Pasa1 280 ayat (1) "Setiap oreng berhak atas pengaKuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum".'

Vll. Pasa1 28G ayat (4) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang of bawah
kekuasaannya, serta berhak atas Iasa aman dan perlindungan dari
ancainan katakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi".'

V!11. Pasa! 28H ayat(4)"Sea^ orang b^'hakmempunyaihakmirkprfoadidan hat
mink tersebut tidak bo/eh di:amorl affh secara sewenang-wenang o1eh slapa
pun".

IX. Pasa1 281 ayat (2) Setiap orang berhaK bebas dan perlakuan yang belsifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatifitu.

X. Pasa1281 ayat(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi inariusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

XI. Pasa1 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi inariusia orang
lain dalam teltib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

\

,

akan datang dan atau telah tenadi, demikian juga dapatterjadi atau telah tenadi
kepada WNl yang sekarang sebagai Advokat dan/atau PNS yang tidak
termasuk kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentsng Penyelenggaraan

Bahwa, kerugian tersebut dapatterjadi kepada Pemohon diwaktu yang

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, KOIusi, Dan Nepotisme'
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11. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

(1) Mahkamah Konstitusi Rl meinpunyai 4 (empat) kewenangan sebagaimana
diatur dalam Pasa1 24C ayat(,) Undang-Undang Dasar , 945 sebagaimana
kewenangan tesebut adalah beMenang mengadili pada tingkat pertaina
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang"undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

b, Meinutus Sengketa kewenangan Iembaga negara Yang kewenangannya diberikan
o1eh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1,945.

c. Meinutus pembubaran partai polltik, dan

(2) Bahwa Pasa1 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentsng
Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Mahkamah Konstitusi beonenang
mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk;
(,) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Repub!ik Indonesia Tahun 4945"

(3) Bahwa seianjutnya Pasal to ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20.1 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang
seianjutnya disebut "UU MK", menyatakan: "Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Repub!ik Indonesia Tahun I 945, ...."

(4) Bahwa, Kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan juga pada pasa! 9
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan :
(4) Dalam ha! suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ,945,
pengujiannya dilakukan o1eh Mahkamah Konstitusi,

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena
obiek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002
tentang Komisi Reinberantasan Korupsi dalam norma Pasal, I huruf (a) frosa
"Aparat Penegak Hukum", " Penyelenggara Negara ' dan dihubungKan
dengan isi norma Pasa1 6 (hurufj c .inaka Mahkamah Konstitusi(selanjutnya
"Mahkamah") berwenang untuk mengadili dan me inutus permohonan ini.

IAI\:!
MAHAPAT, H
GAJAHMADA

1/1. LEGAL STANDING PEMOHON

yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugiKan o1eh
an-undan aitu:"

Bahwa Pasa1 5, ayat (1) UU MK menyataKan:"Pemohon adalah pihak

I. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

3. badan hukum publik atau privat; atau
4. Iembaganegara

Hataman 3
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Warga Negara Indonesia" dengan profesi ADVOKAT ITal inaria
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat Pemohon

Bahwa kualifikasi Pemohon daiam permohonan ini adalah "perorangan
dibuktikan

Bahwa Penjelasan 51 ayat (4) UU MK menyatakan: "yang dimaksud
dengan 'hak Konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 4945";

Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan pasa1 51 ayat (4) UU MK
beserta penjeiasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untk menguji
apakah pemohon meiniliki kedudukan hukum (lega! standing) dalam perkara

1/1':!

pengujian Undang-udnang, yaitu:
i. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan
ii. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional dari Pemohon

dirugikan dengan berlakunya suatu Undang. -undang;

^

MAHA PATIH
OAJAH, RADA

.

Bahwa mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah telah
memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang
timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5
(!jina) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan. Nomor 0061PUU-'1/1/2005
danNomorOt, /PUU-V/2007, sebagaiberikut: ,
(1) adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan

(2)

(3)

o1eh UUD , 945;.
kewenangan konstitusional Pemohon tersebut telahbahwa hak dan/atau

dirugikan aleh suatu Undang Undang yang diuji;
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang
dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan tenadi;
adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan inaka
kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan
atau tidak lagi tenadi.

(4)

(5)

Bahvva dengan mengacu pada 11ma parameter kerugian Konstitusional
yang telah ditentukan Mahkamah me Ialui Putusan Nomor 0061PUU-1/1/2005 dan
Nomor 0.11PUU-V/2007 tersebut inaka Reinohon me iniliki Kedudukan hukum

ermohonan jin karena:

Ad (1) adanya hak danlatau kewenangan Konstitusional Pemohon yang
diberikan o1eh UUD 1945

bahwa, Pemohon adalah Warga Negara. Indonesia as!i seiak turun ternurun
dan dapat dibuktikan sebelum kernerdekaan telah berdomisili di Nusantara
dan leiuhurnya termasuk yang ikut beduang melawan penjajahan Belanda,
Jepang dan Sekutu;
bahwa, dengan pembuktian sebagai WNl inaka apa yang telah disebutkan
pada Konstitusi UUD 1945 adalah meIekat kepada Pemohon, dalam halini
hak-hak;
bahwa, Pemohon belum pernah mein11iki kewarga negaraan lain selain WNl
demikian juga patut disebutkan Ieluhurnya juga demikian adalah WNl seiak
kernerdekaan tangga1, 7 Agustus , 945;
bahwa, Pemohon sebagai perorangan yang saat jin dengan Profesi AdvoKat
dan secara patut diketahuinya pada saat mengajukan permohonan uji
materiil belum dicabut hak dan/atau Kewenangan konstitusional;
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CG bahwa, Pemohon untuk diangkat menjadi Advokat herus meiniliki
persyaratan sebagaimana pasa1 3 UUA berikut in I:
(1) UntuK dapat diangkat menjadi Advol<at harus memenuhi persyaratan

sebagai beriKut :
,. warga negara Republik Indonesia;
2. bertempattinggal chindonesia;
3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pelabat negara;

bahwa, usia Pemohon untuk menjadi13NS tidak memengkinkan sekarang
' P h d t en'adjPNSsuatuharikelakdengandan Keturunan Pemohon dapat menjadi PNS suatu hari kelak dengan

kedudukan jabatan dapat mencapai Penyelenggara Negara dan/atau tidaK
termasuk jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud sebagai Penyelenggara
Negara yang dimaksud UU 28 tahun 1999;
berdasarkan status dan hukum yang ada inaka 1<erugian atas berlakunya
norma a-quo sangat berdasar jika norma tersebut tidak dimaknai
sebagaimana kehendak Konstitusiterhadap warga negaranya dalam halini
Advokat dan PNS yang tidak termasuk penyelenggara negara;

Ad. _t21 bahwa hak danlatau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut
telah dirugikan o1eh suatu Undang Undang yang diuji

,,

1.1^\'!

,,

.^ ~

MAHA PATibt
ISAJAH"ADA

, bahwa, frasa "aparat penegak hukum" tidak diberikati penjelasan o1eh UU a-
quo sebagaimana terhadap frasa "penyelenggara negara ada disebutkan
penjelasannya sebagaimana berikut in I:

Pasal It
Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara, adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KOIusi, dan
Nepotisme, termasuk An 990ta Dewan Perv!/akilan Rakyat Daerah.

bahwa, telah menjadi fakta huku-in tidak adanya penjelasan frasa
"aparatpenegak hukum" pada norma a-quo akan berakibat siapa saia harus
dimaknai daioat menjadi"aparat penegak hukum" atau orang perorangan
atau profesi atau pekerjaan yang ada akar kata penegak hukum' pada
peraturan perundang. undangan yang berkaitan sehingga akan secara
langsung teTsandera menjadi"Aparat Penegak Hukum" pada norma a-quoL. .

, Pemohon seiak menjadi Advokat dan menialani Profesi Advokat tidak
pernah me!akukan "penegaKkan hukum" sebagaimana yang dilakukan o1eh
KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam meIaKukan penye"dikan,
penyidikan dan penuntututan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan
tahaj> penegaKkan hut<urn tersebut antara lain: meIaJ, ukan penyadapan,
meIakukan penetapan refsangka, meIakukan penahanan, me/akukan
penangkapan/ 077; meIakukan penggeledahan, meIaku}, an penyitaa!7
dan meIakukanpenL, ntutan kepada slapa-siapa yangmelanggarf, ukum;

, bahwa, Pemohon seiak menjadi Advokat dan menialanI Profesi Advokat
tidaK pernah meIakukan fungsi sebagaiman Jabatan HAKIM, Jabatan
Panitera Pengganti daiam pengadilan;

,, bahwa, Pemohon disebutkan pada UU AdvoKat adalah "PenegaK Hukum'
dan secara keseluruhan norma dan penjelasannya dan norma torkait
berkenaan dengan Penegak Hukum yang dimaksud pada UUA tersebuttidak

\

pernah dimaknai sebagai Aparat Penegak Huku'in sebagaimana Kepolisian,
Kejaksaan dan KPK yang secara khusus pada tindak pidana koropsi dengan
jelas kewenangan, kekuasaannya dan keistimewaanya yang kesemuanya itu
tidak pernah dimiliki aleh Pemohon daiam menialan kan Profesinya;

, bahwa, Pemohon tidak pernah mendapat tugas I surat perintah dari
Organisasi AdvoKat guna menialankan Profesinya yang jika dibandingkan
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dengan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sebagai Aparat perlu suatu surat
perlntah daiam meIakukan penyeiidikan, penyidikan dan penuntutan, dan
demikian juga terhadap HaKim dan Panitera Pengganti dalam petsidangan
memerlukan surat tugas atau surat penunjukkan Ketua Pengadilan dan
Panitera dalam menangani suatu perkara yang akan disidangkannya;
bahwa, Pemohon dalam menialankan Profesi Advokat beadasar kepada
Surat Kuasa yang diberikan o1eh orang yang meinbutuhkannya atau
ditentukan o1eh UU harus did ampingi o1eh Advokat;
bahwa, daiam menialankan Profesi Advokat pada tingkat Kepolisian,
Kejaksaan dan/atau KPK inaka kewenangan Pemohon tidak ada kecuali
hanya terbatas yang pada pokoknya meinbantu kelancaran Aparat
Kepolisian, Kejaksaan dan/atau KPK dalam me Iakukan ' penegakan hukum"
terhadap orang Yang memberikan Kuasa kepada Pemohon;
bahwa, dalam menialani Profesi Advokat yaitu penangguhan/ pengalihan
penahanan yang diajukan o1eh Pemohon untuk kepentingan kliennya yang
sangat berdasar kepada HUKum (KUHAPidana) inaka tidak pernah
mendapatkan baiasan secara tertulis dan lisan aleh Kepolisian, Kejakasaan,
KPK, dan Kehakiman;
bahwa, dalam menialan kan Profesi Advokat inaka Pemohon hanya sebagai
warga negara biasa jika dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum
"Kepolisian, KejaKsaah, KPK" dalam hal berikut ini:
- me lapor dan meminta Ijin untuk bertemu dengan klien dan rektu dibatasi,

jika dibandingkan dengan Aparat Penegak HUKum yang tidak ada
batasan dan ketentuan dalam Penegakan Hukumnya;
me Iepaskan alat elektronik : hp, laptop dlljika berte. inu' dengan Klien, jika
dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum yang dapat menggunakan
dan me in barenya setiap saat dan pada setiap tempat;
hanya dapat dengan bebas meIaKukan pembelaan ternadap klien
(menialan kan profesi) pada saat di pengadilan meIa!uijawab menjawa^,
pemeriksaan saksi, pembuktian dan pledoi yang kesemuanya juga masih
dibatasi dalam menyediakan saksi karena suret panggilan saksi
Pemohon tidak berdampak hukum kepada yang dimintakan menjadi saksi
tidak bersedia sebagaimana panggilan Kepolisian, Keja!<saan, KPK dan
Pengadilan kepada siapa saia untuk dimintai keterangan inaka heyus
hadirjika tidak bermaksud untuk me langgar hukum;
upah/ penghasilan Pemohon dari pemberi Kuasa dan tidak dapat
ditagihkan kepada Negara, kecuali berkaitan dengan pembelaan
"bantuan hukum" yang disediakan o1eh Negara;

,,

,,

, I. ^"'!

CG

.^.

MAHA PATIH
OAJA*,,, ADA

^

o0

Bahwa, dengan tidak dibatasinya siapa yang dimaksud dengan Aparat
Penegak Hukum" akan berakibat Pemohon berdasar kepada ketentuan norma
pasa1 14 huruf a yang berkaitan dengan frasa Aparat PenegaK Hukum inaka
o1eh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Rl dapat ditetapkan sebagai"Aparat
Peneg ak Hu kum"'

bahwa, hak dan kewenangan Pemohon akan dirugikan secara Konstitusi
" " 111'ikajika Mahkamah tidak meIakukan pengujian atas norma pasal If a jika
dihubungkan dengan norma pasa1 6 huruf c UU a-quo, , dengan demikian

Ad (3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon
yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau
setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaren yang wajar
dapat dipastikan akan tenadi
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or bahwa, Pemohon yang hanya menialankan pembelaan pada pengadilan
berdasarkan Kuasa deri klien, dan tidak meIakukan perbuatan seba'gai
Aparat Penegak Hukum "Kepo!isian, Kejaksaan dan KPK";

,, bahwa, Advokat menjadi penasihat hukum disebutkan pertaina kali o1eh
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana diketahui Hakim dan
Panitera Pengadilan adalah Penyelenggara Negara, dan dengan demikian
jika menempatkan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum ada!ah tidak
topat;

.,' bahwa, Panitera Pengadi!an ditempatkan sebagai Penyeienggara Negara
yang mein11ikil<ewenangan menetapkan Panitera Pengganti(panitera) pada
persidangan yang dipimpin o1eh Hakim;

, bahwa, kriminalisasitelah tenadi o1eh karena farasa "Aparat Pengak Hukum
dan "Frasa Penyelenggara Negara" yang masih dapat dimaknai secara
keKuasaan o1eh KPK dan hatini diaKibatkan norma tersebuttidak sempurna
karena unsur orangnya Iebih Kuat dibandingkan dengan unsur/ matertinya,
daiam perkara actual berikut ini:

James adalah warga negara (swasta) yang ditetapkan sebagaitersangka
o1eh KPK akibat menyuap uang seiumlah Rp. 250,000,000, - kepada PNS
Kantor Pajak dengan jabatan eselon IV;
Tommy Hindratmo adalah PNS Kantor Pajak Sidoarjo, Jawa Timur
dengan jabatan es'e!on tv ditetapkan sebagaitersangka o1eh KPK akibat
menerima suap seiumlah Rp. 250,000,000, - dari swasta, dan secara
patut diketahuijika diteliti pada pasa1 2 UU 28 'tahun 1999 adalah tidak
termasuk 1<epada Penyelenggara Negara;
Andri Tristianto Sutrisna Kepala Sub DireKtorat Kasasi Perdata Direktorat
Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Urnum MahKamah
Agung eselon 1/1 telah dijadikan torsangka o1eh KPK padahalia adalah
PNS yang tidaK termasuk kepada Penyelenggara Negara sebagaimana
ketentuan UU 28 tahun 4999 sebagaimana kejadian berdasarkan
dakwaan berikut in I:

o Andri dinilai terbukti menerima Rp400 juta dari pemilik PT Citra
Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi meIalui pengacara Ichsan yaitu
Awang Lazuardi Embat agar mengusahakan penundaan pengiriman
salinan putusan kasasi atas nama Ichsan Suaidi dalam perkara
Tindak Pidana Korupsi Ployek Pembangunan Pelabuhan Labuhan
Haji di Loinbok Timur supaya tidaK segera dieksekusi o1eh iai<sa dan
untuk me inpersiapkan memori Peninjauan Kernbali(PK).

o Daiam pertemuan di Hotel JW Marriot Surabaya pada 5 Februari 20, 6
antara Andri, Awang dan karyawan PT CGA Triyanto menyepaKati
besaran darilchsan ke Andri sebesar Rp400 juta. Uang diberikan
pada 12 Februari sekitar puku! 22.30 WiB di Hotel Atria Tangerang,
meIalui Sunaryo dan Awang. Setelah Andri pulang ke rumahnya, uang
disimpan di tas koper biru dan beberapa saat kernudian Andri
ditangkap perugas KPK.

o "Uang iru adalah kesanggupan untuk hadiah atau pekerjaan yang
akan dilakukan darilchsan, dengan betalihnya uang Rp400 juta dari
Ichsan dan Awang Ke Andri untuK mengusahakan penundaan salinan
putusan kasasi agarjaksa tidak segera me Iakukan eksekusi sehingga
Ichsan bisa punya waktu Iebih lama untuk meinbuat memori
peninjauan kernbali, " tambah hakim Fauzi.

o Andritidak sendirian untuk mengurus perkara initapiia bekeria sama
dengan Kosidah yaitu staf pada Panitera Muda Pidana Khusus MA.
Andri bertanya ke Kosidah terkait nomor putusan perkara Ichsan dan
agar mendapat kepastian penundaan pengiriman salinan putusan
kasasilchsan dapat dilakukan untuk 3 bulan ke depan

IAI'=I
^,~

."AHAPAT, H
OAJAH"ADA

Ha!aman 7



,

"Andritidak punya kewenangan untuk menunda pengiriman petikan
dan sailnan perkara kepada pihak pengadilan pengadil, terdakwa
dibantu o1eh staf bagian kepaniteraan pidana khusus Kosidah, ha!itu
dibuktikan dengan bukti petunjuk percakapan BBM terdaKwa dengan
Kosidah. Setelah mendapat informasi dari Kosidah, inaka terdakwa
menyampaikan ke Awang dan meminta pertemuan di Jakarta untuk
meinbahas teknis hukum dan non teknisnya, tambah hakim.
Selain bertanya mengenai perkara Ichsan, Andrijuga bertanya
mengenai perkara lainnya yaitu (1) Perkara Kasasi dari Bengkulu atas
nama IT, Andi Reinan Sugiyar Bin Kastoer, nomor 2860
KIPid, Sus/2045; (2) Perkara peninjauan kernbali dari Pekanbaru atas
nama H. Zakri nomor 195 PI</Pid. Sus/2045; (3) Perkara dari
Tasikmalaya atas nama Soetopo Oey, nomor I 6451<IPid. Sus/2015; (4)
Perkara peninjauan kernbali nomor 104 PI</Pid. Sus/2015 atas nama
H. Aji Khosin, SE, (5) Perkara peninjauan kernbali nomor 218
PI<IPid. Sus/2015; (6) Perkara peninjau^n kernbali atas nama dr.
Suwignyo nomor 15 PK/Pid. Sus/2015; (7)' Perkara peninjauan kernbali
atas nama Syahrizal Hamid, dkk Nomor: 97 PI<IPIdsus/2015.
Sedangkan dalam dakwaan kedua, Andri didakwa menerima
gratifikasi sebesar Rp500 juta terkait dengan kewenangannya yaitu
mengenai seiumiah perkara Tata Usaha Nega. re (TUN) dan tindaK
pidana khusus (pidsus) yang ditangani o1eh pengacara' of Pekanbaru
Riau bemama Asep Ruhiat sehingga dinilai bersalah berdasarkan
pasa1, 2B UU N0 3, tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No
20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Perkara TUN dengan pemohon Weridry PUTbyantoro, pemohon
Riwayati, pemohon Burhan Koto melawan Zulheri, pemohon Burhan
Koto melawan Mannan, pemohon Cainat Kubu; seianjutnya perkara
atas nama pidsus H. Zakri, atas nama Yumadris, atas nama Syahrizal
Hamid dan satu perkara pidsus N0 97 PI</Pid, Sus/2045.
Asep Ruhiat bertemu dengan Andri pada I Oktober 2015 dan
meminta Andri untuk meinaritau perkembangan perkara-perkara yang
ditangani. Pada pertemuan iru Andri menerima uang sebesar Rp300
juta dari Asep. Andri kernbali menerima uang Rp, 50 juta pada
November 2045 dari Asep di Summarecon Mall Seipong Tangerang
dan seiain menerima uang dari Asep, Andri menerima uang Rp50 illta
dart pihak lain terkait penanganan perkara tingkat kasasi dan
Peninjauan Kernbali (PK).

Rohadi SI^ MH adalah Panitera Pengganti dipengadilan Jakarta Utara
ditetapKan sebagaitersangka o1eh KPK karena menerima seiumlah uang
Rp. 250,000,000, - dan Rp, 50,000,000, - dari Advokat guna pengurusan
perkara pidana nomor 4541Pid/2046/PN. JKT. UTR dengan terdakwa
Saipul Jamil dari tuntutan JPU 7 (tujuh) tahun dan divonis o1eh Malelis
Hakim 3 (tiga) tohun, dan ternyata tidak pernah ada Hakim sebagai
Penyelenggara Negara ditetapkan sebagai Tersangka atau setidak-
tidaknya tidak pernah terungkap putusan (3) tiga tahun akibat
pengurusan perkara o1eh Rohadi SH MH sebagai PNS dengan jabatan
Panitera Pengganti dan secara patut diketahuijika diteliti pada pasa1 2
huruf 7 angKat 7 pada UU 28 tahun 1999 adalah tidak termasuk kepada
Penyelenggara Negara karena yang termasuk penyelenggara negara
adalah Panitera Pengadilan;
Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan HUKum dan Peradilan Mahkamah
Agung (MA) Djodi Supratman yang tidak termasuk kepada ketentuan
pasa1 2 UU 28 tahun ,999, sebagaimana 1<ronologis Kejadian berikut ini:
o Mulanya ada permintaan tolong dari Mario kepada Djodi untuk

meinbantu mengurus kasasi kasus Hutomo di MA, Mario ingin agai'
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karena secara nyata telah me langgar Konstitusi sehingga putusannya akan
memberikan hak Konstitusi Pemohon:

^.^!_I^;I adanya hubungan sebab akibat ICausal verband) antara kerugian
dan ber!aKunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

or bahwa, normal pasa1 6 huruf c dan normal pasa1 41 a pada UU 30 tahun
2002 ada pada saat UU Advokat belum Iahir;

CG bahwa, pemberian jasa hukum/ nesehat hukum dan istilah lainnya pada
waktu UU a-quo d'iterbitkan belum ada UU yang khusus untok Iasa hukum
kecuali disebutkan o1eh UU Kehakiman tahun , 970;

.i. bahwa, pemberian jasa hukum o1eh ADVOKAT 1<epada seorang PNS yang
tidak termasuk Penyelenggara Negara vide UU 28 tahun 1999 telah diyakini
akan dapat dilepaskan dari ke!<uasaaan/ kewenangan KPK vide pasa! 6 c
dan ternyata dalam pelaKsanaanya tidak tenadi sebagaimana perkara
pidana Djodi Supratman, Andri Tristianto Sutrisna dll;

,i; bahwa, adanya permintaa dari keluarga 'PNS yang bukan penye!enggara
negara untuk meIepaskan orang tuanya deri kekuasaan KPK ternyata tidak
dapatterjadi akibat KPK dan Hakim me iniliki pengertian yang sama terhadap
Penyelenggara Negara walaupun tidak ada UU yang menyatakan jabatan
Panitera Pengganti adalah Penyelenggara Negar'a, memillki kewajiban
me inbuat Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan lain-lain;

Ae!_{^I adanya kernungKinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
inaka kerugian danlatau kewenangan Konstitusional yang
did alilkan tidak akan atau tidak lagi tenadi

, bahwa, dengan dapat dipasti!<an "aparat penegak hukum", penyelenggara
negara dihubungkan dengan pasa1 41 huruf a inaka setiap warga negara
sudah mengetahui kewenangan KPK;

, bahwa, akan adei suatu pemaknaan yang sama antara Advokat, Penyidik,
Penuntut dan Hakim techadap 1<ewenangan KPK;

, bahwa, seandainya KPK yang tidak berdasar kepada Konstitusi diberiKan
kewenangan pasa1 6 huruf c UU a-quo karena yang ditentukan o1eh
Konstitusi adalah Kepolisian, Kehakiman dan Kejaksaan daiam penegakan
hukum in case korupsi inaka dengan pencabutan pasa1 6 huruf c akan
menjadikan kerugian Konstitusi warga negara menjadi hilang;

CG bahwa, dengan dicabutkan pasa1 6 huruf c dan secara Keseluruhan nafas
UU a-quo dan pelaksanaan UU a-quo aleh KPK yang did Qininasi o1eh pasa
6 huruf c inaka sudah sepalutnya UU tentang KPK harus dibatalkan
sehingga hiruk pikuk pelanggaran konstitusi sebagaimana akan menjadi
dasar pengujian pemohon;

IAI':I
*^

M. HAPAtiH
GA"AH, ,ADA

IV. ALASAN PERMOHONAN

permasalahan korupsi yang tenadi allndonesia dan sete!ah 13 (tiga belas)
tahun berlakunya UU tersebut ternyata Korupsi tetap tidak dapat diberantas
sebagaimana menjaditupoksi KPK dan inaksud pembentukan UU t^^:..se t, dan
hallni diakibatkan KPK Iebih meinilih menialankan pasa1 6 huruf-a-a a dapat

bahwa,

me Iakukan penyadapan, ott, penggeledahan, penyitaan dan perbuatan lainnya
yang jelas-jelas ada warga negara yang martabatnya telah dijatuhkan/
dikesam in kan'

UU a-quo

da at dibuktikan di hada an war a ne ara den an an
bahwa akan dj'adjkann a KPK men'adjjemba a

telah dibuat untuk sementara
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emban urian

dahulu

dibandingkan dengan yang lain pada suatu Lembaga akan berakibat adanya
pelanggaran hukum sebagaimana pemaknaan dari norma hukum sendiri
menjadi yang berKuasa Iebih berwenang me inaknainya dibandingkan dengan SI
Iemah'

erel<rutan kar awan dan lain-lain

bahwa, menjadi rentan terhadap pemberian Kuasa/ fasilitas yang Iebih

edun baru teta i belum difun sikan seba almana ermohonan

Gasu warga negara agar UU-quo tidak me langgar hak Konstitusi Pemohon, dan
telah menjadi fakta Pemohon sangat dirugikan o1eh UU a-quo vide pasa1 14

d an asa16hurufc'

'll\:I

bahwa, Konstitusitelah memberikan hak Konstitusi kepada Pemohon in

^,

MAHAPATIH
GAJA, , ., ADA

me Iebihi siapa saia akan beltentangan dengan pemberlakuKan ' aparat penegak
hukum" kepada Advokat akibat Konsekuensi sebagai penegak hukum telah
direntukan segala sesuatunya o1eh Negara/ Pemerintah ill<a dihubungkan

.

bahwa, Pemohon dapat meiniliKi kehidupan yang layak dan kehidupan

dengan aparat penegak hukum yang dimaksudkan aleh UU a-quo'

klien yang dijadiKan penyelenggara negara walaupun sec^ra hukum tidak
termasuk pada UU 28 tahun 1999 tetapi dengan berbagai dalil hukum inaka
elen arane ara'

bahwa, Pemohon yang bukan Penyelenggara Negara tetapi meiniliki

Pemohon akan mengadukan pelanggaran konstitusi yang telah dialami o1eh
' aiamanteiahdisebutkan'

bahwa,

V" BA T U

IDemohon sebagai Profesi Advokat telah diberikan hak Konstitusional dan
dengan diberlakukannya frasa "aparat penegak hukum" pada norma pasal It
huruf (a) UU Nomor 30 tahun 2002 dan pemaknaan frasa "aparat
penyelenggara negara" diluar dari penjelasan norma a-quo dan Undang-
undang terkait o1eh Komisi Pemberantasan Korupsi inaka Kerugian Pemohon
akan dapat dibuktikan sebagaimana berikut ini:

dengan

U J I

telah disebutkan

I. Pancasila yang disebutkan pada PEMBUKAAN ( Preambule) UUD 4945 pada
paregraf ke-4 "Kernanusiaan yang adjl dan beradab";

Bahwa, sudah menjaditontonan pelaksanaan OTT o1eh KPK sangat jelas
berakibat tidak beradabnya seorang Aparat Penegak Hukum dan
Penyelenggara Negara atau orang lain yang dimaksudnya o1eh norma pasal, ,
huruf a dihubungkan dengan pasa! 6 huruf c UU a"quo;

Bahwa, asas hukum daiam hal"tidak dapat seorangpun dinyatakan bersalah
sebelum di putuskan o1eh Pengadilan" renjaditidak berlaku lagi o1eh UU a-quo
akibat kewenangan yang diberikan dan tidak berdasar kepada konstitusi;

Bahwa, inakna kernanusian yang adjl dan beradab sudah sepatutnya harus
dimaknai o1eh pasa1 6 huruf c dihubungkan pasa1 14 huruf a dan o1eh karena
pelaksanaanya tidak pernah dapat tenadi inaka sudah sepatutnya UU a-quo
sangat me rugikan warga negara akibat pelaksanaanya tidak dapat menghargai
hak Konstitusi Aparat Penegak huKum , Penyelenggara Negara dan orang lain;

kewenangan Mahkamah inaka

Halaman ,. L



,

I I . Pasal, ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum";

bahwa, Pemohon berpendapat Konstitusi mengingatkan
memberikan jaminan kepada Warga Negaranya segala sesuatu yang ada di
daiam Kedaulatan Negara berdasar kepada Hukum, dan hukum yang dimaksud
adalah huKum berupa Undang-Undang adalah penjelmaan dari UUD 1945^

Negara telah meinbuat hukum tentang hirarki perundang-undangan
sebagaimana be be rapa kali perubahan dan yang terakhir kali adalah Undang-
Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

111\:!

bahwa, untuk tertibnya hukum yang dimaksud konstitusitersebut inaka

^

MAHAPAnH
GAJAHMADA

"negara hukum" antara lain telah diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor
42 tahun 201f.

,.

^

bahwa, Pendapat Pemohon terhadap pemaknaan terhadap konstitusi

pemaknaan pasa1 7 ayat 2 UU 12/20, I sehingga dapat menyatakan Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 4221KMA/SKIV11/2013 tangga1 26 Juli 20.3
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan ,Jurus Sita guna

bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsitelah meIakul<an penyeludupan

me in pertentangkan jabatan Panitera Pen
yang dimaksud o1eh normal pasa1 2 UU 28 tahun t999 sebagaimana berikut iniL
Pasa1 2

Penyelenggara Negara me liputi:
7. Pejabat lain yang memillKi fungsi

denganpenyelenggaraan negara
perundang-undangan yang beflaku;

Penjelasan
Angka 7
Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang meiniliki fungsistrategis" adalah
pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam meIaKukan penyelenggaraan
negara rawan terhadap praktek korupsi, KOIusi, dan nepotisme, yang me liputi:.
7. Panitera Pengadilan; dan

dan

dikalahkan o1eh Advokat telah berdampak hukum ditetapkannya seorang
Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Utara sebagai tersangka karena ia
ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada norma

bahwa, dengan kel<uatan dan kekuasaan KPK yang tidak dapat

anti sama-dengan dan/atau adalah

pasa1 14 huruf a UU 30 tahun 2002'

bahwa. Pemohon secara nyata telah dikalahkan o1eh Lembaga Super
Body in casu Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melanggar hak

sesuai

*

Konstitusional Advokat yang tetap pada pendirian hukumnya yang berdasar
kepada UUD I 945 tentang jabatan Panitera Pengganti bukan jabatan Panitera
Pengadilan sebagaimana telah disebutkan o1eh Undang-undang tentang

radiian Urnum'

strategis dalam
dengan ketentuan

I, Undang-undang tidak berlaku surut "suetu undang-undang itu hanya
mengikat bagi masa yang akan datang dan tidak meinpunyai kekuatan
berlaku surut"

2. Undang-undang yang berlaku kernudian (baru) me inbata!kan undang-undang
yang terdahulu (lama). Lex Posterlore derogatlegipriori

bahwa, AsAS PERUNDANG-UNDANGAN sebagaimana berikutini:

kaitannya
peraturan
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yang dibuat penguasa yang Iebih tinggi meinpunyai3. Undang-undang
Iebih tinggi pula "Lex Superiore derogatlegiinferio/'kedudukan yang
yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang4. Undang. undang

yang bersifat urnum"Lex Special^^ derogatlegigenera/I
sudahUndang-undang tidak dapat diganggu gugat. Tapi asas in I sekarang
dapattidak sesuailagi daiam sistem hukum Indonesia. Karena semua UU

diuji

5.

bahwa, UU Nomor 30 tohun 2002 telah menyebutkan aparat penegak
hukum" yang pada waktu itu belum ada Profesi AdvoKat sebagaimana UU
nomor 18 tahun 2003, dengan demikian karena konstitusional menyebutkan
negara hukum inaka menarik advokat yang Iahir setelah frasa "aparat penegak
hukum" pada norma pasa1 11 huruf (a) berakibat Komisi Pemberantasan
Korupsi tidak me inaknai Konstitusi dan turunan Konstitusi dengan benar yang

,AI\:!
,.^
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en'adj diru ikan'

.

Konstitusional pasal I ayat 3 UUD 1945 sebagaimana berikut in I:
or Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 cukup jelas;
CG Undang-undang diturunkan berdasar 1<epada Konstitusional;
, Pengaturan undang-undang berupa hirarki, penyusunan dan penggunaan

normanya berdasar kepada Undang-Undang Nomor , 2 tahun 2014;
Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,,

yang mengandung frasa "aparat penegak hukum techit sebelum UU Noner 18
tahun 2003 tentang Advokat sehingga dengan demikian pada rektu pembuatan
undang-undang 30 tahun 2002 belum ada "profesi advok^" sehingga dengan
demikian dengan menempatkan Advokat sebagai Aparat penegak hul<urn adalah
pelanggaran konstitusi UUD ,945;

, Pemaknaan norma diluar dari ketentuan UU nomor 12 tahun 204, berakibat
kepada pelanggaran UUD 1945;

, Kerugian Konstitusionai Pemohon sangatjelas o1eh Komisi Pemberantasan
1<0rupsi yang meinaknai Panitera Pengganti adalah Panitera Pengadilan
dengan berdasar 1<epada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
4221KMNSK/V11/2013 sehingga Pemohon dalam meIakukan pembelaan/
menialan kan profesi advokat menjaditerhambat;

1/1. Pasa1 24 ayat (4) "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuK menyelenggarakan peradilan guna menegakKan hukum
dan keadilan";

bahwa, Pemohon sampat kepada kesimpu!annya

konstitusitersebut berakibat Pemohon dapat menjadi Advokat o1eh Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berda dibawahnya'

torhadap

bah\A1a, Konstitusi menyebutkan kekuasaan kehakiman dan inakna

sebagai Aparat PenegaK HUKu akan berakibat hukum pelanggaran
Konstitusional berdasarKan turunan dari Konstitusi menjadi Undang-Undang
Not4 Tahun 4970 Tentang: Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
yang tidak menempatkan Advokat sebagai Aparat Penegak HUKum,

hak

bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan Advokat

sebagaimana norma berkaitan adalah :

Pasa1 35

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak meinperoleh bantuan hukum.

Pasa1 36
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Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama seiak saat dilakukan
penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta
bantuan Penasehat HUKum.

PENJELASAN
Pasa1 35

Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara
me inpunyai hak untuk me inperoleh bantuan hukum. Halini dianggap perlu
1<arena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya,

Perlu diingatjuga ketentuan d^lain pasa1 8, di inaria seorang tertuduh wajib
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang
menyatakan kesa!ahannya dan telah meinperoleh 1<ekuatan hukum yang
topat. Karena pentingnya inaka supaya diadakan Undang-undang tersendiri
tentang bantuan hukum.

,AI\^I
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Pasa1 36

Sesuai dengan sila Perlkemanusiaan inaka seorang tertuduh harus
diperlakukan sesuai dengan maltabatnya sebagai inariusia dan selama
belum terbukti kesalahannya herus dianggap tidak bersalah.

Karena iru Ia harus dibO!ehKan untuk berhu. bungan dengan Kernarga atau
penasehat hukumnya terutama seiak ia ditangkap/ ditahan. Tetapi
hubungan inI dengan sendirinya tidak bo!eh merugikan kepentingan
pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan.

iru Penyidik dan penuntut urnum dapat meIaKUKan pengawasanUntuk

hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan datatorhadap
Hukum ACara Pidana.

Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan pada norma pasa1 2 UU Nomor
28 tahun 4999 dan demikian juga terhadap jabatan Panitera Pengadilan
elen ara Ne ara'

bahwa, Hakim bukan Aparat Penegak Hukum melainkan sebagai

bahwa, dengan dilakukannya penyelewengan pemaknaan Advokat
menjadi Aparat Penegak Hukum pada norma pasa1 11 huruf a UU 30/2002
inaka Pemohon menjadi dirugikan dan telah menjadi Profesi yang tidak
torhormat lagi sebagaimana yang benar profesi advokat yang merupakan

fficium nobile '

konstitusional dan hallni dapat dibuktikan UU Advokat dibuat dengan
me inpertimbangkan UU yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman'

bahwa,

status sebagaimana berikut ini:
Pasa1 5

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan inaridiri
yang dijamin o1eh hukum dan peraturan perundang-undangan

Peruelasan:
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak
huKum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat daiam
proses peradilan yang meinpunyai kedudukan setara
dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum
dan keadilan

bahwa, UU tentang Advo!<at pada norma pasa1. 5 ayat 2 menyatakan

Undang-undang Advokat merupakan penjelmaan dari
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Pada pejelasan Urnum UU tentang Advokat paragraph kedua
disebutkan :

"Daiam usaha newt!I'udkan prtnsip-prtnsip negara hukum daiam
kehidupan bermasyarakat dan bemegara, peran dan fungsi Advokat
sebagai proi'isSI yang bebas, mand!}I dan beltanggung jawab
merupakan bai yang penting, of samping Iembaga peradilan dan
Ihstansi penegak hukum seperti kepolisian dan ke;I'aksaan. MeIa/or
I^^sa hukum yang dinerikan, Advokat men/^,/ankan tugas profesinya
demi' tegaknya keadilan berdasarkan hukum untok kepentingan
masyarakat pencari keadi/an, termasuk usaha memberdayak:^n
masyarakat daiam menyadari hak-hak fundamentallyIereka didepan
hukum. Advokat sebaga!' salah satu unsur SIStem peradilan
merupakaii salah satu pilaf daiam menegakkan supremasihuf(urn dan
hak asasi/71anusia, "

IAI':I
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MAHA PATIH
OAJAHMADA

sebagai penjelmaan dari konstitusi inaka Pemohon sampai kepada
atn a seba aimana berikut in I:

.

bahwa, berdasarkan kepada No. ,4 Tahun 4970 dan UU 8 tahun 2003

or Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 cukup jelas dan berada
dibawah kekuasaan kehakiman;

, Undang-undang tentang Advokat diturunkan berdasar kepada konstitusional;
, Profesi Advokat hanya disetarakan dengan Aparat. Penegak Hukum dengan

demikian tidak dapat ditetapkan sebagai Aparat Penegak Hukum;
Penyetaraan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum sepanjang datam
proses peradilan, dan dengan demikian penyebutan status Aparat Penegak
Hukum tidak me Iekat seiamanya atau tidak termasuk diluar Perlgadilan;

,, Pemaknaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memenjarakan
Advokat Kasman Sangaji dan Advokat Berthanaialia Ruruk Kariman adalah
pelanggaran Konstitusional;

* Penyadapan dan perbuatan lainnya dalam penyelidikan atau niatjahat lainnya
o1eh Komisi Pemberantasan Korupsiterhadap Advokat adaiah pelanggaran
konstitusi;

IV. Pasa1 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan d-an
penghidupan yang layak bagi kernanusiaan '.

bahwa, Advokat adalah suatu Profesi dan tidak dapat dimaknai sebagai Aparat/
Aparatur, dan Pemohon menjadi advoi<at guna menialankan hak

'tusionaln a asa1 27 a at2'

.,

norma pasa! 44 huruf (a) termasuk Advokat inaka pendapat Pemohon telah
meinbatasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana

bahwa, akinat frasa "Aparat Penegak Hukum" yang terdapat pada

ar ument 'berikut ini:

I- Aparat/ Aparatur Penegak Hukum telah dibatasi hak hidupnya berupa gaji
dan tunjangan lainnya setiap bulan berdasarkan kepada APBN sementara
yang dialami o1eh Pemohon tidak pernah mendapatkan penghasilan yang
bersumber kepada APBN kecualifee dari penggunajasa hukum;

2- Pemohon dapat mendapatkan pengahasilan sah dengan jumlah yang jauh
meIebihi Aparat Penegak 'HUI<urn dan meiniliki kehidupan yang mereh
dibandingKan Aparat Penegak Hukum;

3- Pemohon tidak dibatasi untuk meIakukan perkawinan dan perceraian o1eh
atasannya sebagaimar!a ketentuan pada Aparat Penegak Hukum;
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4- Pemohon tidak dibatasi waKtu bekedanya dan tidak diharuskan untuk be keria
sebagaimana Aparat Penegak Hukum yang telah ditentukan o1eh atasannya;

5- Pemohon tidak memerlukan surattugas sebagaimana aparat penegak hukum
dan hanya memerlukan surat kuasa dari pengguna jasa hukum;

6- Pemohon dapat be keria sesuai dengan keah!iannya dan tidak dipersyaratkan
untuk be keria secara TIM atau diperbantukan;

7- Reinohon tidak mengenal kepangkatan sebagaimana Aparat Penegak Hukum'
ditentukan kepangkatan, hirarki dan lainnya;

bahwa, Pemohon ditarik sebagai Aparat Penegak Hukum o1eh Komisi

IAI^:I

Pemberantasan Korupsi berdasarkan frasa aparat penegak hul<urn' pada
norma pasa1 1'1 huruf (a) adalan pendzoliman terhadap Advokat atau
kriminalisasi Advokat akibat tidak ada pembedaan masa keria atau Ienlang
sebagaimana pada "Aparat Penye!enggara Negara" yaitu: Pejabat Eselon I dan
Pelabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, iniliter, dan Kepolisian Negara

..^
MAHAPAnH
aAJAHMADA

Republik Indonesia

dihubungkan dengan Keadaan pemohon yang dijamin o1eh Konstitusional inaka
Pemohon sampai kepada Pendapatnya sebagaimana berikutini:

bahwa, berdasajKan 1<epada frasa 'aparat .penegaK hukum Iika

,, Hak Konstitusional Reinohon dalam UUD 1945 cukup jelas;
orProfesi advokat dapat tenadi akibat Konstitusi memberIkan. lapangan

pekerjaan dan adanya kebutuhan Kekuasaan Kehakiman;
Undang~undang tentang Advokat diturunkan berdasar kepada Konstitusional;
Ketentuan mengenai Aparat Penegak HUKum hanya dapat diberikan kepada
Aparat yang mendapatkan upah/ gali beadasarkan kepada APBN, dan bukan
kepada swasta sebagaimana jika dihubungkan tujuan dari UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya kepada Aparatur dan
akibat Aparat Penegak Hukum Kepolisian dan Kejaksaan belum inaksimal
inaka dibentuk 1<0misi Pemberantasan 1<0rupsi dengan UU 30 tahun 2002;

,,
,

V. Pasa1 28A "Setiap orang beinak untuk hidup seita berhaK
me in peltahankan hidup dan Kehidupannya".

. Bahwa, ada warga negara yang tidak dapat lagi berhak untuK hidup
karena status dirinya telah dan atau akan ditetapkan sebagai TersangKa
dan/atau hana iniliknya telah disita o1eh KPK dan/atau telah dilakukan
penyadapan dan/atau telah dibekukan/ di biokir rekening yang khusus
sebagai penerimaan gaji atau rekening pribadinya, dll;

, Bahwa, ada warga negara yang harus mengundurkan diri dari pekerjaan
dan/atau labatannya akibat kekuasaan KPK;
Bahwa, ada warga negara tidak dapat lagi hidup normal akibat ketakutan
dan hal-hallain yang dialami dirinya sendiri dan/atau o1eh keluarganya
yang meiniliki hubungan kekeluargaan dengannya akibat kekuasaan
KPK;

, Bahwa, banyak ternan atau kerabat yang harus meIankan diri atau
meninggalkan hubungan yang ada dengan seseorang warga negara
yang telah berhubungan dengan kekuasaan KPK akibat takut akan
dikaitkan atrau dihubungkan;

Pasa1 280 ayat (1) "Setiap oreng berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan Kepastian huKum yang adjl serta perlaKuan yang
sama di hadapan huKum".'

o

Vl.
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. Pemohon meinaknai Konstitusitersebuttidak ada pekerjaan yang akan
beresiKo terhadap hukum bagai warga negara diluar sebagai Aparat
Penegak HUI<urn" dan "Penyelenggara Negara" sehingga dapat
menikmati pasa128 D ayat 2;
Pemohon yang telah dimaknai aleh KPK sebagai"Aparat Penegak
Hukum" telah disunat atau diperkosa dalam mendapat jinbalan
sebagaimana Advol<at sudah pasti akan menerima uang berupa upah,
hadiah, pemberian dari siapa saia sehingga perbuatan tersebut akan
berakibat sebagai gratifikasi, hadiah dan suap;

Pasa1 28G ayat (1) "Setiap oreng berhaK atas perilndungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas Iasa aman dan perlindungan dari
ancainan katakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi".'

Perbuatan KPK yang disuarakan sebagai Lembaga Super Body ternyata
telah beadampak 1<epada pelanggaran Konstitusi akibat yang telah
bersalah, yang belum bersalah atau yang akan dinyatakan bersalah (
bersalah harus dimaknai perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak
Pidana Pencucian Uang) hukum yang telah tenadi dan sudah- dapat
dirasakan o1eh Pen^hon atau warga negara lainnya;
Dapat meinariggil siapa saia berdasarkan pengertiannya sendiri
sehingga akibat pemanggilan tersebut berdampaK negative;
Siapa saia dapat of OTT dan langsung diseterilkan sebe!urn menjadi
tersangka dan tidak dapat mendapatkan pendampingan o1eh Penasehat
Hukum sebagaiman yang di OTT tersebuttidak paham hukum karena iru
tidak dapat meinbedakan lagi antara perbuatan yang of ott dengan
perbuatan lainnya sehingga tetiadi pengeluaran kata2 atau kaimat yang
akan menjerat dirinya sendiri;
Bahwa, HUKum pernah memberIkan berjkut jin Undang-Undang No. ,4
Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasa. an
Kehakiman vide Pasa1 35 "^Sellap oraiig yang I^i'^ajigtiu, j. ,^friara
berhakmemperoleh bantuanhukum".
Bahwa, KPK tidak pernah memberikan seorang warga negara korban
konstitusi ( korban konstitusi dimaknai yang tidak mendapatkan
perlakukan sebagaimana hak Konstitusinya) sebagaimana disebutkan
pada norma pasa1 35 tersebut sebagaiman berikutini:
(a) Seorang korban konstitusi yang telah di OTT o1eh KPl<tidaK pernah

dapat menerima bantuan hukum sampai dengan diretapkan
sebagaiTesangKa;
Seorang korban Konstitusi yang telah ditetapkan sebagai(by
Tersangka o1eh KPK selanjutnya akan dilakukan pengambi!an
keterangan sebagaitersangka "Benta ACara Pemeriksaan (BAP)
tanpa didampingi o1eh Pengacara/ Penasehat HUKum;

Seorang korban Konstitusi tidak dapat secara langsung
menunjukan Penasehat Hukumnya sebelum mendapati<an
persetujuan dari Penyidik KPK;
Seorang korban Konstitusi yang telah ditetapkan sebagaitersangka
dalam pemeriksaan o1eh KPK tidaK diberiKan hak untuk didampingi
o1eh Penasehat hukum Iebih dari I (satu);
Seorang korban Konstitusi yang telah diretapkan sebagaitersangka
atau terdal<vva yang meinilih Kuasa hukum seandainya yang aktif

.

IAI I 'I
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(c)

(d)

(e)
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meIaKukan pembelaan meIaiui praperadi!an atau Gala hukum
inaka korban harus mencabut Kuasa atau mencabut

preperadilannya quodnon;

Vlll. Pasa1 28H ayat(4)"Set^^p orang ber'hak meinpunyaihak minkpribaditian hat
mink tersebuttidak boleh diamhil affh secara sewenang-wenang o1eh slapa
pun .

.

V~

11n-!

PNS telah menjadil<etentuan daiam mengambil gaji meIalui BANK yang
ditunjuk dan dengan demikian rekening PNS tersebut adalah hak
millknya sepanjang didalam rel<ening tersebut hanya berisi gaji/upah
yang diterima dari Negara/Pemerintah;
Bahwa, terhadap rekening gaji yang diblokir dan/atau disita yang telah
diyakini uang tersebut berasal dari gaji inaka dengan diblokir harus
dimaknai dan dinyataKan telah te, adj petanggaran konstitusi;

. Adapun pelanggaran Konstitusi dapat dilakukan o1eh KPK akibat
kekuasaan yang dipergunakan melampaui dari kekuasaan yang
diberikan o1eh Konstitusi;
Penyitaan ruinah atau harta o1eh KPK yang diperoleh sebelum seorang
Korban Konstitusi sebagai PNS atau memegang jabatan sebagaimana
disebutkan padei pasa1 2 UU Nomor 28 tahun 1999, harus dinyatakan
juga pelanggaran Konstitusi;

Pasa1 281 ayat (2) Setiap orang berhak bebas 'dan perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
torhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Daiam menyatakan seorang menjaditersangka atau dinyatakan tidak ada
inaksud jahat atau belum ditemuan bukti herus dimaknai telah tenadi
diskriminasi;

. 1<ejadian diskriminasitersebut- dapat tetiadi akibat adanya kekuasaan
yang mar biasa (super body) o1eh KPK sebagaimana Kejadian-kejadian
berikut ini:

I Dalam penuntutan inaka PNS akan dituntut setinggi-tingginya
sementara, onasta atau Penyelenggara Negara/ Aparat Penegak
Hukum yang meiniliki Keistimewaan akan seringan-ringannya
sebagaimana kasusTPKfFPU yang telah tenadi;

I Dalam penyertaan TPPU inaka tidak semua korban Konstitusi akan
dikenakan sepanjang perbuatan TPKnya telah dapat dikenakan,
sehingga TPPU sebagaituntutan dan TPl< Iepas. Hallni dapat
dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang telah tortadi;

Peristi\,/a penerimaan seiumiah uang dapat dinyatakan Gratifikasi (
diberikan waktu 30 hari untuk menyerahkan/ melaporkan kepada KPK)
dan atau penyuapan secara jelas tenadi, karena tiada kesempatan
kepada seorang korban Konstitusi guna melaporkan gratifikasi tersebut
akibattelah di OTT sehingga langsung dikenakan perbuatan penyuapan
dan atau penerimaan hadiah;

Pasai 281 ayat (4) Perilndungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi inariusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Pemohon atau warga negara tidak pernah diberikan pemerintah
sebagaimana konstitusi a-quoterhadap pelanggaran konstitusi o1eh KPK;
Dengan tidak pernah negara menyediakannya inaka seiak didirikannya
KPK tahun 2002 inaka telah tenadi korban Konstitusi sehingga dengan

e
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demikian Lembaga KPK harus dinyatakan belum dapat menialankan
1<ekuasaan dan kewenangannya akibatitu;

Pasa1 28J ayat (4) Setiap orang wailb menghormati hak asasi inariusia orang
lain dalam tertib Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

, KPK dengan Kekuasaan dan kewenangannya sebagai Lembaga Super
Body telah berhasil menjadikan setiap orang ( harus dimal<nai Pegawai
KPK) telah melanggar Konstitusi;

akan merasa tidak dihargai kecuali+ Siapa sala yang mendatangi KPK
berseakat dengan KPK sehingga frasa setiap orangyang meinarig

telah tidaktenadi;
Tertib bemegara sudah je!as dimana antara Pimpinan dan Lembaga
Negara yang jelas terlihat yang Iebih berkuasa dan tidak berkuasa
dibangingkan dengan KPK sebagaimana yang tenadi berikut in I (antara

XI.
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TPK dan TPPU;
I Dan lain~lain

PETITUMVl

Pemohon telah sampail<epada aKhir dari dalil dan alasan permohonan Judicia
Review dan seianjutnya mengajukan permohonan yang. tuius kepa a ang

Muji. a Maielis Hakim, M^h^a^a^^^^:!::^;.^'ru, :' ";^:/':^,:h, kan dengan
menjatuhkanputusansebagaimanaberikutini: ^,^;;t, - ,
4. Mengabulkan permohonan seiuruhnya;
2. Menyatal<an frasa "Penye/enggara Negara" pada norma pasal, , j^rat (a)

bertentangan dengan UUD 4945 secara bersyarat (condition^fly
uricor, stitutional) dan tidak meinpunyaii<ekuatan hukum yang mengikat
sepanjang dimaknai seiain dariisi penjelasannya;
Menyatakan frasa "Aparat Penegak Hukum" pada norma pasal It huruf (a)3.

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally
uriconstitutional) dan tidak meinpunyai kekuatan hukum yang mengikat
sepanjang dimaknai adalah A d v o k a t dan/atau pemberijasa hukum;
Menyatakan norma pasa! 6 huruf c UU 30 tahun 2002 tentang komis
pemberantasan 1<0rLipsi bertentangan dengan Konstitusi;
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Repu I
Indonesia sebagaimana mestinya.

seandainya Mahi<amah berpendapat seiain daii petitum di atas ina a
dimohonkan memberikan putusan yang seadil-adjlnya ( ex aeq'uo at bono)

lain):
I BPK telah menemukan kerugian negara pada pembelian RS Sumber

Waras, dan o1eh KPK dinyatal<an hal berbeda dengna ketentuan UU

4.

5.

Hormat Kami
PEMOHON

Advokat Ir. Toriin Tachta Sin arimbun SH
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